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ABSTRAK 

Wika Widiantari, NIM. 1711150063. Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat 
Anggota POLRI Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur 
Perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan siyasah dusturiyah 
digunakan untuk menganalisis konteks hukum dan kebijakan yang 
mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini mendapati dua 
rumusan masalah. Pertama, bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat 
Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif 
Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur? Kedua, bagaimana Tinjauan 
Yuridis Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri 
Dalam Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik 
Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif 
Siyasah Dusturiyah? Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk 
mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan 
Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam Mengangkat Anggota 
POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Aktif Sebagai 
Pelaksana Tugas Gubernur. Kedua, bagaimana Tinjauan Yuridis 
Terhadap Penggunaan Diskresi Menteri Dalam Negeri Dalam 
Mengangkat Anggota POLRI (Kepolisian Negara Republik 
Indonesia) Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif 
Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang 
dikumpulkan berupa buku, kitab perundang-undangan, surat 
kabar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan 
diskresi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan 
keadilan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan 
implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 
memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan 
diskresi dalam konteks penunjukan anggota POLRI (Kepolisian 
Negara Republik Indonesia) sebagai pelaksana tugas Gubernur. 

Kata Kunci: Diskresi Menteri Dalam Negeri, Tinjauan Yuridis, 
Siyasah Dusturiyah 
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ABSTRACT 

Wika Widiantari, NIM. 1711150063. Legal Review of the Use of 
Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active 
POLRI Members as Acting Governors from a Siyasah Dusturiyah 
Perspective. The siyasah dusturiyah approach is used to analyze 
the legal context and policies that regulate this matter. Therefore, 
this study found two problem formulations. First, how is the Legal 
Review of the Use of Discretion of the Minister of Home Affairs in 
Appointing Active POLRI (Indonesian National Police) Members as 
Acting Governors? Second, how is the Legal Review of the Use of 
Discretion of the Minister of Home Affairs in Appointing Active 
POLRI (Indonesian National Police) Members as Acting Governors 
from a Siyasah Dusturiyah Perspective? The purpose of this study 
is first, to find out how is the Legal Review of the Use of Discretion 
of the Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI 
(Indonesian National Police) Members as Acting Governors. 
Second, how is the Legal Review of the Use of Discretion of the 
Minister of Home Affairs in Appointing Active POLRI (Indonesian 
National Police) Members as Acting Governors from the 
Perspective of Siyasah Dusturiyah. The research method used is 
normative legal by using data collected in the form of books, 
statute books, newspapers. The results of this study indicate that 
the use of discretion must pay attention to the principles of law and 
justice, and minimize the potential for abuse of power. The 
implications of this study can contribute to strengthening the 
oversight mechanism for the use of discretion in the context of 
appointing POLRI (Indonesian National Police) members as acting 
Governors.  

Keywords: Discretion of the Minister of Home Affairs, Legal 
Review, Siyasah Dusturiyah 
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